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ARTICLE INFO ABSTRACT

Keywords: “The Role of Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) in Supporting
Government Policies in Konawe Selatan”. Indonesia, as a multicultural

Parisadha Hindu nation, faces significant challenges in maintaining religious harmony.

Dharma Indonesia, Religious organizations hold a strategic role in this context, including

Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) as the highest Hindu
institution. This study aims to analyze the role of PHDI in supporting
government policies in religious and social affairs in Konawe Selatan

kebijakan pemerintah,
keagamaan, social

kemasyarakatan, Regency and to identify both supporting and inhibiting factors. Using a
Konawe Selatan qualitative approach with descriptive analysis, the research is grounded

) in Role Theory (Wibowo, 2019), Social Participation Theory (Putnam,
How to cite: 2000), and Religious Organization Theory (Stark & Finke, 2000). The

findings indicate that PHDI contributes through religious guidance,

I Putu Eka Sujainal, La social engagement, mediation, advocacy, cultural preservation,

ode Bariun, Abdul Nashar education, and government partnership. Challenges include limited
(2026). Peran Parisdha public understanding, negative stigma, economic constraints, and
Hindu Dharma Indonesia insufficient local government support. Strengthening PHDI’s role
(PHDI) Guna Mendukung remains possible through empowerment programs, social capital, and

interfaith  collaboration. This study contributes practical
recommendations for enhancing religious and social policies in
multicultural contexts.
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1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agama,
menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan antarumat
beragama. Kebijakan pemerintah dalam bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan
merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa semua agama diakui dan dihormati. Di
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi dasar hukum bagi
pengaturan kehidupan beragama. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan
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pengakuan terhadap hak-hak setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang agama.
Dalam konteks Konawe Selatan, pemerintah daerah berupaya untuk mengimplementasikan
kebijakan ini dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Parisadha Hindu
Dharma Indonesia.

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), merupakan majelis tertinggi lembaga
keagamaan Hindu yang didirikan untuk melayani umat Hindu dalam meningkatkan Sraddha
(iman) dan Bhakti (pengabdian) berdasarkan Kitab Suci Weda, serta mengembangkan umat
Hindu dalam meningkatkan kesadaran mereka terhadap kehidupan beragama dan berkontribusi
dalam pembangunan masyarakat. Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) didirikan pada
tahun 1959. Organisasi ini memiliki struktur yang jelas, dengan pengurus di tingkat pusat hingga
daerah dan desa, termasuk di Konawe Selatan.

Organisasi Parisdha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) memiliki fungsi yaitu pengayom dan
pembinaan umat, pelestarian budaya, pendidikan dan sosialisasi, kepemimpinan dan
koordinasi, pengambilan keputusan dalam hal agama, sosial kemasyarakatan dan pelindung
umat, panduan kehidupan spiritual (dharma), serta partner pemerintah dalam pembinaan
keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Parisadha Hindu Dharma Indonesia berperan dalam
mengorganisir kegiatan keagamaan, sosial, mediasi dan advokasi, yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup umat Hindu serta memperkuat hubungan antarumat beragama.
Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai organisasi yang mewadahi umat Hindu di
Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang
keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, jumlah umat Hindu di Sulawesi Tenggara
mencapai sekitar 52.983 jiwa (1,97%) dari total populasi, yang menunjukkan bahwa keberadaan
mereka cukup signifikan dalam konteks sosial dan budaya. Dalam konteks Konawe Selatan,
Parisdha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) berperan sebagai jembatan antara umat Hindu dan
pemerintah. Mereka tidak hanya bertugas dalam aspek keagamaan, tetapi juga terlibat dalam
berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan pemerintah terkait bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, seperti program
pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Sosial, memberikan peluang bagi Parisadha Hindu
Dharma Indonesia untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan sosial di daerah tersebut
(Kementerian Sosial, 2021).

Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Konawe Selatan menghadapi berbagai
hambatan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat luas
mengenai peran dan fungsi PHDI. Hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam komunikasi dan
kolaborasi antara PHDI dan pemerintah setempat. Selain itu, sebuah penelitian dari Badan
Litbang dan Diklat Kemenag Rl (2020) menyelidiki toleransi sosial terhadap agama, meskipun
tidak secara khusus menyasar umat Hindu: 34,3% responden siswa dan mahasiswa memiliki
opini intoleran terhadap kelompok agama lain di luar Islam (NU Online). Sebanyak 48,95%
merasa bahwa pendidikan agama memengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk
agama lain (NU Online). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat stigma negatif terhadap
umat Hindu di beberapa kalangan masyarakat yang berpotensi menghambat partisipasi aktif
mereka dalam pembangunan sosial.

Kondisi masyarakat Hindu di Konawe Selatan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial
dan ekonomi. Meskipun terdapat program pemberdayaan, seperti Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitasnya dalam menjangkau umat Hindu
masih perlu ditingkatkan (Nurofik et al., 2022). Meskipun Parisadha Hindu Dharma Indonesia
memiliki potensi besar dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang keagamaan dan social
kemasyarakatan terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi, antara lain:
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Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran Parisadha Hindu Dharma
Indonesia dapat mengakibatkan ketidakaktifan umat Hindu dalam berpartisipasi dalam
program-program sosial yang ada.

Kedua, stigma negatif terhadap umat Hindu yang masih ada di masyarakat. Penelitian
oleh Nasution (2016) mengungkapkan bahwa konflik antarumat beragama sering kali dipicu oleh
kesalahpahaman dan kurangnya dialog antaragama.

Ketiga, faktor ekonomi juga menjadi penghambat bagi umat Hindu untuk berpartisipasi
dalam program sosial. Banyak keluarga Hindu di Konawe Selatan yang masih tergolong dalam
kategori ekonomi lemah, sehingga mereka kesulitan untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang
memerlukan kontribusi finansial. Sebuah studi oleh Yusri dan Syafri (2021) menunjukkan bahwa
keterlibatan organisasi keagamaan dalam pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penghambat.
Meskipun ada kebijakan yang mendukung kerukunan antarumat beragama, implementasinya
sering kali tidak merata. Penelitian oleh Suhendra (2020) menunjukkan bahwa interaksi antara
organisasi keagamaan dan pemerintah dalam pembuatan kebijakan masih perlu ditingkatkan.
Parisadha Hindu Dharma Indonesia perlu menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pemerintah
untuk memastikan bahwa suara umat Hindu didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini akan berfokus pada dua aspek utama. Pertama, Bagaimana Peran Parisadha
Hindu Dharma Indonesia (PHDI) guna mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang
keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Konawe Selatan?; Kedua, Apa saja faktor
penghambat dan pendukung peran Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) guna mendukung
kebijakan pemerintah dalam bidang keagamaan social kemasyarakatan?.

Beberapa teori yang mendukung penelitian ini yaitu Teori Peran oleh Wibowo (2019)
menjelaskan bahwa organisasi keagamaan memiliki kekuatan untuk mobilisasi sosial dan dapat
berfungsi sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Teori Partisipasi Sosial oleh Putnam
(2000) dalam karyanya "Bowling Alone" mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki
dampak positif terhadap kepercayaan antara pemerintah dan warga, serta dapat memperkuat
hubungan sosial. Teori Organisasi Keagamaan oleh Stark dan Finke (2000), menjelaskan
organisasi keagamaan berfungsi sebagai entitas yang mengatur dan memfasilitasi praktik
keagamaan serta interaksi sosial di dalam komunitas.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan
yang dihadapi Parisadha Hindu Dharma Indonesia dalam mendukung kebijakan pemerintah. Hal
ini akan menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan peran
Parisadha Hindu Dharma Indonesia di Konawe Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk
memahami sejauh mana PHDI dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Hindu dan menciptakan kerukunan antarumat beragama, serta mengidentifikasi
faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi efektivitas PHDI.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat pentingnya peran organisasi
keagamaan dalam pembangunan sosial dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.
Dalam konteks Konawe Selatan, di mana umat Hindu merupakan minoritas, pemahaman yang
mendalam tentang PHDI sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan
responsif terhadap kebutuhan umat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi bagi PHDI dalam meningkatkan perannya di Konawe Selatan. Dengan
memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran PHDI, diharapkan Parisadha
Hindu Dharma Indonesia dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam menjalankan tugas
dan fungsinya.
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Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi organisasi keagamaan lainnya dalam
mengembangkan program pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Urgensi
penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademik, tetapi juga pada dampaknya terhadap
kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
berarti bagi pengembangan masyarakat Hindu di Konawe Selatan serta memperkuat kerukunan
antarumat beragama di Indonesia secara keseluruhan.

Dengan mengkaji peran dan kontribusi Parisadha Hindu Dharma Indonesia, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan kebijakan yang
lebih inklusif dan efektif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi PHDI
dalam merancang program pemberdayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan umat
Hindu di Konawe Selatan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun sinergi yang lebih
baik antara PHDI, Pemerintah, dan Masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan
kerukunan antarumat beragama di Indonesia penelitian ini dilakukan untuk dapat memahami,
menganalisis dan mengevaluasi Peran Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Guna
Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan di
Konawe Selatan.

2. Tinjauan Pustaka

Peran organisasi keagamaan dalam mendukung kebijakan pemerintah sangatlah penting,
terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan agama. Dalam hal ini,
Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai organisasi yang mewadahi umat Hindu di
Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kebijakan yang berkaitan
dengan keagamaan dan social.

Teori peran menjelaskan bagaimana suatu organisasi atau lembaga berfungsi dalam
konteks sosial dan budaya, memberikan kerangka kerja untuk memahami interaksi antara
berbagai aktor dalam masyarakat. Menurut Wibowo (2019), organisasi keagamaan memiliki
kekuatan untuk mobilisasi sosial dan dapat berfungsi sebagai agen perubahan dalam
masyarakat. Dalam hal ini, Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai organisasi
keagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah,
terutama dalam bidang keagamaan dan sosial. Parisadha Hindu Dharma Indonesia berfungsi
sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat Hindu, serta berperan dalam
menyampaikan aspirasi dan kebutuhan umat Hindu kepada pemerintah.

Teori partisipasi sosial merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya
keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan
dengan kebijakan publik. Dalam konteks ini, partisipasi sosial tidak hanya dianggap sebagai hak,
tetapi juga sebagai kewajiban yang dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan
pemerintah. Putnam (2000) dalam karyanya "Bowling Alone" mengemukakan bahwa partisipasi
masyarakat memiliki dampak positif terhadap kepercayaan antara pemerintah dan warga, serta
dapat memperkuat hubungan sosial. Ini adalah pandangan yang sangat relevan, terutama
dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan agama yang tinggi.

Teori organisasi keagamaan menjadi landasan penting dalam memahami peran Parisadha
Hindu Dharma Indonesia. Menurut Stark dan Finke (2000), organisasi keagamaan berfungsi
sebagai entitas yang mengatur dan memfasilitasi praktik keagamaan serta interaksi sosial di
dalam komunitas. Dalam konteks ini, Parisadha Hindu Dharma Indonesia dapat dipahami
sebagai organisasi yang tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga berperan dalam
pengembangan sosial dan budaya masyarakat Hindu di Konawe Selatan.
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Sejumlah penelitian telah mengkaji peran organisasi keagamaan dalam mendukung
kebijakan pemerintah dan kehidupan sosial.

1. Sari (2020) menemukan bahwa organisasi keagamaan berkontribusi dalam memperkuat
nilai toleransi melalui kegiatan sosial yang berbasis komunitas, sehingga mampu
mendukung kebijakan kerukunan antarumat beragama.

2. Rahman (2019) menekankan bahwa peran organisasi lokal dalam mendampingi kebijakan
pemerintah sangat menentukan efektivitas implementasi program, khususnya dalam
bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

3. Utami (2022) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi umat dalam kegiatan keagamaan
yang difasilitasi organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan sosial
berbasis masyarakat.

4. Nugroho (2023) menyoroti bagaimana organisasi keagamaan dapat menjadi mitra strategis
pemerintah daerah dalam membangun harmoni sosial serta mengurangi potensi konflik
antarumat.

Berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa PHDI
memiliki posisi penting dalam membina umat Hindu sekaligus menjembatani hubungan dengan
pemerintah dan masyarakat luas. Penelitian ini menekankan pada peran PHDI dalam
mendukung kebijakan keagamaan dan sosial di Kabupaten Konawe Selatan, yang memiliki
karakteristik multikultural. Hal ini menjadi relevan karena belum banyak penelitian yang secara
spesifik mengkaji dinamika peran organisasi keagamaan Hindu di wilayah minoritas, sehingga
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis
bagi penguatan kerukunan dan pembangunan sosial kemasyarakatan.

3. Metode Penelitian

Pelaksanaan suatu penelitian tentu didasari oleh tujuan yang ingin dicapai, untuk
mencapai tujuan yang diharapkan maka dibutuhkan tekhnik atau metode penelitian yang sesuai
dengan permasalahan mengenai peran Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Guna
Mendukung Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Keagamaan Sosial Kemasyarakatan di Konawe
Selatan. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan Creswell (2018) menjelaskan bahwa
metode penelitian merupakan rencana dan prosedur yang mencakup langkah-langkah mulai
dari asumsi umum hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Moleong (2019)
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya
secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran
Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang
keagamaan dan social kemasyarakatan di Konawe Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan, melalui observasi,
wawancara, dan analisis dokumen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif
deskriptif, dengan focus pada peran parisadha hindu dharma Indonesia (PHDI) guna mendukung
kebijakan pemerintah dalam bidang keagamaan social kemasyarakatan di kabupaten Konawe
Selatan. Konawe Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah yang
memiliki keragaman budaya dan agama. Keberagaman ini tidak hanya menjadi ciri khas wilayah
tersebut, tetapi juga menciptakan dinamika sosial yang menarik untuk diteliti. Adapun pihak
yang menjadi fokus pengamatan dan sumber informasi dalam penelitian ini meliputi: Kantor
Bupati Konawe Selatan, Kemnag (Pembimas), Kantor Ketua PHDI, Kantor Desa dan Desa Adat
Aepodu dan Punggawukawu temat umat Hindu berdomisili.
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pemilihan informan tidak ditentukan secara acak (random), melainkan melalui
pertimbangan tertentu (purposive) sesuai kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena
dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fenomena
yang diteliti yaitu : Bupati, Kasi Pembimas, Ketua PHDI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Umat
Hindu dan Non Hindu. Tekhnik analisis data menggunakan Kondensasi data, penyajian data
penarikan kesimpulan dan verifikasi. teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi
wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumen. Ketiga teknik ini dipilih karena sejalan
dengan paradigma penelitian kualitatif yang berorientasi pada pemahaman makna dan
fenomena sosial secara kontekstual.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Peran Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Guna Mendukung Kebijakan
Pemerintah Dalam Bidang Keagamaan Sosial Kemasyarakatan Di Konawe Selatan.

Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai organisasi keagamaan memiliki peran
strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya pada bidang keagamaan dan
sosial kemasyarakatan. Di Kabupaten Konawe Selatan, PHDI tidak hanya berfungsi sebagai
wadah umat Hindu, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat. Melalui forum dialog dan diskusi, PHDI menyampaikan aspirasi umat sekaligus
membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat.

Menurut Wibowo (2019), organisasi keagamaan berperan sebagai agen perubahan dan
mobilisasi sosial. Sejalan dengan teori peran, PHDI menjalankan peran ganda: sebagai advokat
kebijakan pemerintah dan penghubung umat Hindu. Hal ini memperlihatkan bahwa PHDI
bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga aktor aktif dalam pembentukan kebijakan publik.
Dalam perspektif partisipasi sosial, Putnam (2000) menegaskan pentingnya keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan. PHDI mendorong partisipasi umat Hindu melalui
program sosial, pelatihan keterampilan, bakti sosial, hingga pelestarian budaya yang
melibatkan generasi muda. Peran ini menegaskan PHDI sebagai saluran partisipasi sosial
sekaligus fasilitator pembangunan sosial berbasis komunitas. Anderson (2014) menyatakan
bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak. PHDI
mendukung pemerintah dengan memberi masukan strategis, menjadi mediator dalam konflik,
serta memastikan keberhasilan program pemerintah, misalnya dalam penyelenggaraan hari
raya Hindu. Peran ini sejalan dengan pandangan Stark dan Finke (2000) yang menempatkan
organisasi keagamaan sebagai entitas yang memiliki fungsi internal (pembinaan umat) dan
eksternal (hubungan dengan pemerintah dan masyarakat luas).

Dari hasil wawancara, Bupati Konawe Selatan menegaskan bahwa PHDI adalah mitra
strategis pemerintah dalam bidang keagamaan dan sosial, terutama dalam menjembatani
komunikasi dan menyelesaikan persoalan kebijakan di tingkat masyarakat. Ketua PHDI,
Kompol Dr. Gusti Komang Sulastra, S.H., M.H., juga menekankan bahwa PHDI aktif dalam
pembinaan keagamaan, pendidikan, budaya, dan sosial yang berdampak pada peningkatan
kesejahteraan umat Hindu. Secara normatif, visi dan misi PHDI yang tercantum dalam AD/ART
menegaskan tujuan untuk membangun masyarakat Hindu yang sejahtera, berbudaya, dan
harmonis. Fungsi PHDI tidak hanya menetapkan keputusan keagamaan, tetapi juga berperan
sebagai inspirator, mediator, dan motivator dalam menjaga kerukunan antarumat serta
mendukung kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, PHDI di Konawe Selatan bukan sekadar organisasi keagamaan,
melainkan mitra strategis pemerintah dan aktor sosial-politik yang aktif dalam membentuk
kebijakan inklusif, memperkuat toleransi, serta meningkatkan kesejahteraan umat Hindu
dalam masyarakat multikultural.
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1. Peran Kagamaan

Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) merupakan lembaga keagamaan Hindu yang
memiliki kedudukan penting sebagai wadah koordinasi, pembinaan, dan pengembangan
kehidupan umat Hindu di Indonesia, termasuk di Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan
AD/ART, PHDI berfungsi menetapkan keputusan di bidang keagamaan, menyelesaikan
perbedaan tafsir ajaran agama, serta memasyarakatkan ajaran Weda, susastra Weda,
Bhisama, dan keputusan organisasi. Fungsi tersebut menjadikan PHDI tidak hanya berperan
dalam penyelenggaraan ritual, tetapi juga dalam bidang pendidikan, sosial, dan hubungan
antarumat beragama.

Penelitian ini menemukan bahwa PHDI tidak hanya mengorganisasi kegiatan keagamaan,
melainkan juga menjadi motor penggerak kerukunan antarumat beragama. Melalui perayaan
Nyepi, Galungan, dan Kuningan, PHDI mengajak masyarakat non-Hindu untuk turut serta
memahami tradisi Hindu. Hal ini memperlihatkan fungsi ganda PHDI, yaitu sebagai pembina
umat dan mediator dialog lintas agama.

Hasil wawancara dengan Bupati Konawe Selatan menegaskan bahwa PHDI berkontribusi
nyata dalam menciptakan suasana harmonis. Pandangan serupa disampaikan Ketua PHDI
Kabupaten, yang menekankan bahwa organisasi ini aktif menyelenggarakan seminar dan
diskusi mengenai nilai toleransi serta kehidupan beragama yang inklusif. Misalnya, pada tahun
2023, PHDI mengadakan seminar “Hindu dan Toleransi Beragama” yang dihadiri tokoh lintas
agama dan masyarakat umum. Kegiatan ini menunjukkan bahwa PHDI tidak eksklusif bagi
umat Hindu, melainkan terbuka untuk membangun kebersamaan dalam masyarakat majemuk.

Peran PHDI juga terlihat dalam pembinaan upacara keagamaan (Panca Yadnya) dan
kegiatan pasraman. Ketua PHDI desa Aepodu, misalnya, terjun langsung sebagai rohaniawan
dalam pelantikan pejabat di Polresta Konawe Selatan. Kegiatan keagamaan seperti
pawiwahan, sudhiwadani, dan piodalan rutin difasilitasi PHDI sebagai wujud pembinaan umat.
Observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan ini terorganisasi baik, dengan
partisipasi umat yang terus meningkat. Data menunjukkan adanya kenaikan partisipasi sekitar
30% dalam dua tahun terakhir.

Selain berperan pada level umat, PHDI juga menjadi penghubung strategis antara
masyarakat Hindu dan pemerintah, baik Kementerian Agama maupun pemerintah daerah.
Hasil wawancara dengan Pembimas Hindu Kemenag Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa
PHDI berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan bantuan sarana ibadah,
pendidikan agama Hindu, serta pembinaan umat. Pembimas Hindu juga aktif hadir dalam
perayaan hari suci Hindu, memberikan arahan tentang tata cara yadnya, dan menjadi mediator
dalam menjaga stabilitas kerukunan antarumat beragama. Hal ini sejalan dengan fungsi
organisasi keagamaan sebagai penghubung antara negara dan masyarakat (Stark & Finke,
2000).

Perspektif dari tokoh masyarakat, sulinggih, serta umat Hindu juga memperkuat temuan
penelitian ini. Kepala desa Aepodu dan Punggawukawu menilai bahwa keberadaan PHDI
membantu menjaga stabilitas sosial dan menyampaikan kebijakan pemerintah kepada umat
Hindu. Tokoh agama (sulinggih/mangku) menyatakan bahwa PHDI memperkuat legitimasi
peran mereka dalam melaksanakan kewajiban ritual. Sementara umat Hindu menilai PHDI
sebagai pelindung dan fasilitator kegiatan keagamaan mereka, sehingga mereka merasa lebih
percaya diri dalam praktik keagamaan di tengah masyarakat plural. Bahkan masyarakat non-
Hindu menilai PHDI berkontribusi besar dalam mengurangi potensi konflik melalui pengaturan
kegiatan keagamaan yang terkoordinasi dengan baik.

Peran PHDI ini dapat dijelaskan melalui teori peran (Wibowo, 2019) yang menyatakan
bahwa organisasi sosial memiliki peran ganda, baik sebagai pembina internal maupun
mediator eksternal. Dalam konteks partisipasi sosial, sebagaimana dikemukakan Putnam
(2000), PHDI berhasil menciptakan social capital berupa kepercayaan, norma, dan jaringan
sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Temuan ini juga sesuai dengan teori organisasi
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keagamaan Stark dan Finke (2000), yang menekankan peran lembaga keagamaan sebagai
pengatur legitimasi dan fasilitator hubungan masyarakat dengan negara. Dengan demikian,
penelitian ini menunjukkan bahwa Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Konawe
Selatan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pembina umat Hindu, tetapi juga sebagai
mitra pemerintah dalam penyusunan kebijakan keagamaan, fasilitator kerukunan antarumat
beragama, serta agen perubahan sosial. Peran ini menjadikan PHDI sebagai aktor penting
dalam menjaga keharmonisan masyarakat multikultural di tingkat lokal.

2. Peran Sosial Kemasyarakatan

Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Kabupaten Konawe Selatan tidak hanya
berfungsi dalam bidang keagamaan, tetapi juga memainkan peran signifikan dalam ranah
sosial kemasyarakatan. Peran ini terlihat jelas melalui berbagai program pemberdayaan
ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kegiatan sosial berbasis kebersamaan. Data Dinas
Sosial (2022) mencatat bahwa PHDI telah melaksanakan sejumlah program yang berdampak
positif, seperti pelatihan keterampilan, bantuan sosial, hingga dukungan kepada masyarakat
terdampak bencana.

Bupati Konawe Selatan menegaskan bahwa PHDI berperan sebagai mitra strategis
pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan, memperkuat integrasi sosial, serta mendukung
kebijakan pemerintah di bidang sosial, budaya, dan keagamaan. Selain aktif dalam kegiatan
gotong royong dan bantuan bencana, PHDI juga terlibat dalam Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB), menjadikannya aktor penting dalam memperkuat komunikasi lintas iman.
Pandangan ini sejalan dengan teori partisipasi sosial Putnam (2000), di mana keterlibatan
organisasi keagamaan membangun social capital berupa solidaritas, kepercayaan, dan jaringan
sosial lintas kelompok.

Ketua PHDI Kabupaten menambahkan bahwa kegiatan keagamaan selalu diiringi dimensi
sosial, seperti bakti sosial, pembagian sembako, maupun bantuan kepada sulinggih dan
masyarakat kurang mampu. PHDI juga mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui
pelatihan kewirausahaan kecil, koperasi umat, dan pengelolaan pertanian. Menurutnya,
kemandirian ekonomi akan memperkuat harmoni sosial. PHDI kerap pula menjadi mediator
dalam penyelesaian konflik, misalnya terkait sengketa lahan pura, dengan melibatkan tokoh
lintas agama agar tercipta solusi yang damai.

Wawancara dengan Pembimas Hindu Kemenag memperkuat temuan tersebut. la menilai
PHDI mampu menghadirkan ruang dialog antarumat beragama melalui perayaan keagamaan
yang terbuka bagi masyarakat lintas agama. Kegiatan sosial seperti gotong royong, bantuan
untuk warga terdampak musibah, serta keterlibatan dalam program desa menunjukkan
kepedulian sosial PHDI. Kehadiran organisasi ini dalam FKUB dinilai vital karena berkontribusi
langsung dalam menjaga modal sosial dan mengurangi potensi konflik.

Perspektif dari masyarakat lokal juga konsisten. Kepala Desa Aepodu dan Punggawukawu
menilai PHDI aktif melibatkan warga lintas agama dalam kerja bakti dan kegiatan sosial desa.
Tokoh agama Hindu (sulinggih/mangku) menekankan bahwa PHDI mendorong implementasi
ajaran Tat Twam Asi melalui kegiatan sosial lintas umat, sehingga nilai kepedulian tidak
terbatas pada umat Hindu saja. Umat Hindu sendiri merasakan kehadiran PHDI dalam bentuk
dukungan nyata, baik saat sakit, mengalami musibah, maupun dalam penyelenggaraan ritual.
Bahkan umat non-Hindu menyampaikan apresiasi karena merasa dilibatkan, misalnya menjaga
ketertiban saat Nyepi atau ikut serta dalam ramah tamah setelah perayaan.

Hasil observasi penelitian memperlihatkan bahwa peran sosial PHDI terwujud dalam dua
bentuk utama: pertama, integrasi kegiatan keagamaan dengan aktivitas sosial seperti
pasraman, gotong royong, dan santunan; kedua, partisipasi aktif dalam forum lintas iman,
terutama FKUB, yang menjadi wadah komunikasi strategis antaragama. Dokumen resmi PHDI
(AD/ART, program kerja, dan laporan tahunan) menegaskan bahwa tujuan organisasi
mencakup pembinaan umat agar menjadi warga negara yang baik sekaligus menjaga

141



| Putu Eka Sujainal, La ode Bariun, Abdul Nashar

kerukunan antarumat beragama. Dengan demikian, peran sosial PHDI bukanlah inisiatif
insidental, melainkan mandat kelembagaan.

Statistik menunjukkan peningkatan partisipasi umat Hindu dalam kegiatan sosial PHDI
sebesar 40% dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan keberhasilan PHDI dalam
membangun kesadaran umat untuk aktif dalam pembangunan sosial. Bahkan, data
pemerintah daerah dan FKUB mencatat penurunan konflik antarumat beragama sebesar 25%
dalam tiga tahun terakhir, yang mengindikasikan efektivitas peran mediasi PHDI. Selain fungsi
sosial, PHDI juga menjalankan peran mediasi dan advokasi.

Peran mediasi terlihat ketika organisasi ini menengahi perbedaan pandangan internal
umat Hindu maupun konflik dengan masyarakat sekitar. Contoh konkret adalah kasus
pembangunan Pura di Desa Punggawukawu yang sempat ditolak sebagian warga. Melalui
dialog yang dipimpin PHDI, pembangunan akhirnya diterima secara bersama. PHDI juga
berperan meredam perbedaan ajaran dalam internal umat dengan memberikan pembinaan
berbasis Weda, sehingga perbedaan pandangan dapat disatukan.

Dalam peran advokasi, PHDI bertindak sebagai representasi resmi umat Hindu dalam
memperjuangkan hak keagamaan dan sosial. Hasil wawancara dengan Pembimas Hindu
Kemenag menunjukkan bahwa PHDI aktif menyuarakan isu-isu seperti pembangunan pura,
pengakuan pasraman, sertifikasi lahan ibadah, hingga distribusi bantuan sosial. Advokasi ini
terbukti efektif, misalnya dengan meningkatnya jumlah sekolah yang menyediakan pendidikan
agama Hindu hingga 50% dalam lima tahun terakhir. Selain itu, PHDI turut memperjuangkan
akses kesehatan bagi umat Hindu di wilayah terpencil.

Peran sosial kemasyarakatan PHDI di Konawe Selatan dapat dilihat dari tiga dimensi
utama. Pertama, pemberdayaan dan kepedulian sosial, berupa program ekonomi, kesehatan,
bantuan sosial, dan kegiatan lintas agama. Kedua, fungsi mediasi, di mana PHDI memediasi
konflik internal dan eksternal serta menjaga kerukunan antarumat beragama. Ketiga, fungsi
advokasi, dengan memperjuangkan kepentingan umat Hindu agar diakomodasi secara adil
dalam kebijakan publik.

Gambar: Grafik Peningkatan Peran Parisadha Hindu Dharma Indonesia dalam Bidang
Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
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Penjelasan data:
a). Bidang Keagamaan:

Peningkatan terlihat dari 2020 ke 2024. Tahun 2020-2021 PHDI masih fokus
pada pembinaan dasar keagamaan dan penyuluhan rutin di pasraman. Tahun
2022-2023 mulai ada kegiatan besar seperti perayaan Hari Raya Nyepi dan
Galungan yang melibatkan masyarakat lebih luas, termasuk non-Hindu. Tahun
2024, PHDI sudah menjadi mediator resmi antara umat Hindu dan pemerintah
daerah, menunjukkan peran maksimal.

b). Bidang Sosial Kemasyarakatan:

Peran awal (2020-2021) masih terbatas pada kegiatan sosial internal umat
Hindu. Tahun 2022 mulai ada kegiatan lintas komunitas, misalnya gotong
royong, bakti sosial, dan advokasi untuk kebutuhan masyarakat. Tahun 2023-
2024 terlihat peningkatan signifikan karena PHDI aktif sebagai mitra pemerintah
dalam program sosial kemasyarakatan, seperti pengembangan pendidikan dan
bantuan kemanusiaan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Parisadha Hindu Indonesia Dalam Bidang
Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan.

Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai organisasi yang mewadahi umat
Hindu khususnya di Konawe Selatan, memiliki tanggung jawab untuk mendukung
kebijakan pemerintah dalam bidang keagamaan dan social kemasyarakatan. faktor
pendukung dan penghambat merupakan kunci efektif dan tidaknya peran dari Parisadha
Hindu Dharma Indonesia dalam bidang keagamaan dan social kemasyarakatan.

1. Faktor Pendukung Peran Parisadha Hindu Dharma Indonesia Dalam Bidang
keagamaan social Kemasyarakatan.

Hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen menunjukkan
bahwa peran Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Kabupaten Konawe Selatan
dalam bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan ditopang oleh dua kategori utama,
yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal, kekuatan utama PHDI terletak pada soliditas dan komitmen
pengurus yang dilandasi oleh nilai pelayanan (seva) serta filosofi Tri Hita Karana sebagai
dasar moral organisasi. Legitimasi kelembagaan yang jelas melalui AD/ART dan SK
kepengurusan memberikan posisi formal bagi PHDI sebagai representasi umat Hindu di
tingkat daerah. Kapasitas kepemimpinan yang komunikatif dan inklusif juga menjadi
modal penting dalam membangun jejaring dengan pemerintah, tokoh agama lain, serta
masyarakat luas.

Faktor eksternal yang mendukung PHDI meliputi dukungan pemerintah daerah dan
Kementerian Agama (PEMBIMAS) dalam bentuk fasilitasi kegiatan, bantuan
pembangunan pura, serta pelibatan dalam forum resmi seperti Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB). Keterlibatan PHDI dalam dialog lintas iman, kerja sama dengan
organisasi keagamaan lain, serta dukungan tokoh adat dan masyarakat lokal turut
memperkuat peran PHDI dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Kondisi sosial
masyarakat Konawe Selatan yang relatif harmonis semakin memperluas ruang gerak PHDI
dalam melaksanakan perannya.

Kombinasi faktor internal dan eksternal tersebut menempatkan PHDI sebagai aktor
strategis yang tidak hanya berkontribusi dalam menjaga harmoni antarumat beragama,
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tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Konawe
Selatan.

2. Faktor Penghambat Peran Parisadha Hindu Dharma Indonesia Dalam Bidang Keagamaan
dan Sosial Kemasyarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Parisadha Hindu Dharma Indonesia
(PHDI) Kabupaten Konawe Selatan dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang
keagamaan dan sosial masih menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari faktor
internal maupun eksternal.

Faktor internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kaderisasi,
dan rendahnya partisipasi umat. Jumlah pengurus yang aktif relatif sedikit dan cenderung
berulang pada orang yang sama, sehingga regenerasi kepemimpinan berjalan lambat dan
menghambat inovasi organisasi. Generasi muda Hindu lebih fokus pada pendidikan dan
pekerjaan sehingga kurang terlibat dalam aktivitas keagamaan, yang menyebabkan
minimnya calon pemimpin masa depan. Selain itu, keterbatasan dana membuat kegiatan
pembinaan umat berjalan sederhana, sementara partisipasi umat dalam kegiatan
keagamaan dan sosial masih rendah, sehingga dukungan basis umat terhadap PHDI belum
maksimal.

Faktor eksternal meliputi posisi umat Hindu sebagai minoritas yang melemahkan
posisi tawar PHDI dalam forum lintas agama, keterbatasan infrastruktur keagamaan
seperti pura dan balai banjar, serta kurangnya komunikasi dan sinergi dengan pemerintah
maupun organisasi keagamaan lain. Dukungan kebijakan publik juga dinilai belum merata
karena alokasi sumber daya lebih banyak diarahkan pada kelompok mayoritas, sehingga
kebutuhan umat Hindu kurang terakomodasi secara proporsional.

Hambatan internal dan eksternal tersebut saling memengaruhi. Keterbatasan
kapasitas internal membuat PHDI belum mampu melakukan advokasi yang kuat,
sementara faktor eksternal memperlemah daya tawar organisasi di ruang publik. Oleh
karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas internal organisasi
sekaligus membangun sinergi yang lebih intensif dengan pemerintah dan organisasi lain,
agar peran PHDI dapat lebih optimal dalam pembangunan sosial dan keagamaan di
Kabupaten Konawe Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di
Kabupaten Konawe Selatan telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Temuan ini dapat
dijelaskan melalui tiga teori utama yang menjadi landasan penelitian, yaitu teori peran (Wibowo,
2019), teori partisipasi sosial (Putnam, 2000), dan teori organisasi keagamaan (Stark & Finke,
2000).

Pertama, dalam perspektif Teori Peran (Wibowo, 2019), terdapat perbedaan antara peran
normatif (expected role) dengan peran aktual (actual role). PHDI secara normatif diharapkan
menjalankan pembinaan umat, pemberdayaan sosial, serta kemitraan dengan pemerintah.
Namun, dalam praktik, aktivitas PHDI lebih menonjol pada aspek ritual dan seremonial,
sementara advokasi kebijakan publik serta keterlibatan dalam forum lintas agama masih
terbatas. Kondisi ini sesuai dengan konsep role discrepancy, yakni adanya kesenjangan antara
peran ideal dan peran aktual yang disebabkan oleh keterbatasan SDM, dana, dan lemahnya
kaderisasi.

Kedua, melalui Teori Partisipasi Sosial (Putnam, 2000), ditemukan bahwa partisipasi umat
Hindu di Konawe Selatan dalam pembangunan sosial dan forum pemerintah relatif rendah.
Meskipun norma gotong royong dan kepercayaan internal cukup kuat, keterlibatan umat Hindu
masih terbatas pada kegiatan komunitas internal, seperti yadnya dan odalan. Keterbatasan
akses informasi, jaringan sosial, serta keterwakilan dalam kebijakan publik menyebabkan modal
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sosial umat Hindu belum berkembang optimal. PHDI seharusnya menjadi penghubung untuk
memperluas jaringan umat Hindu ke ranah publik, tetapi peran ini belum berjalan maksimal.

Ketiga, dalam kerangka Teori Organisasi Keagamaan (Stark & Finke, 2000), PHDI telah
memiliki struktur formal, legitimasi, dan program kerja. Namun, fungsi aktual organisasi lebih
dominan pada pemeliharaan identitas keagamaan melalui ritual, daripada sebagai agen sosial
yang adaptif dan aktif dalam kebijakan publik. Lemahnya regenerasi kepemimpinan,
keterbatasan manajemen kelembagaan, serta konsistensi pelaksanaan program menjadi
kendala utama. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara struktur formal organisasi
dan fungsi aktualnya dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ketiga teori tersebut menegaskan bahwa peran PHDI masih menghadapi gap antara
idealitas normatif dengan realitas empiris. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas internal,
perluasan jaringan sosial, serta pengembangan fungsi organisasi agar PHDI dapat lebih optimal
sebagai aktor keagamaan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sosial-
keagamaan di Kabupaten Konawe Selatan.

5. Kesimpulan

Peran PHDI dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang keagamaan dan sosial
kemasyarakatan di Kabupaten Konawe Selatan telah berjalan melalui pembinaan umat,
penguatan nilai toleransi, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat multikultural.
PHDI juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.
Namun, peran tersebut masih belum maksimal karena rendahnya partisipasi umat Hindu dalam
program pemerintah serta keterbatasan kelembagaan PHDI itu sendiri.

Faktor pendukung peran PHDI antara lain adanya dukungan pemerintah daerah,
keberadaan regulasi terkait organisasi keagamaan, serta komitmen tokoh Hindu dalam menjaga
kerukunan dan kebersamaan. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya
manusia dan anggaran, minimnya kaderisasi, rendahnya keterlibatan generasi muda Hindu,
serta kurangnya koordinasi Intensif dengan instansi terkait, sehingga peran PHDI Belum optimal
dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang keagamaan sosial kemasyarakatan.
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